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MOTTO

“Selama penindasan dan ketidak-adilan masih ada di
muka bumi, sepanjang itu pulalah, sejarah akan
senantiasa menyediakan alat-alat perlawanannya”.

(Manifesto Partai Rakyat Demokratik)*

Y Dokumentasi Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat
Demokratik KFK PRD) Jember Jawa Timur; dibuat pada
Konares PRI I 4 5"--1"34.- v b 'I'lii. ;n:a_,'. |i -:'x""_'!'E.'HLZHr'-'H‘
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RINGKASAN

Putusan Mahkamah Agung R.l. perkara Nomor 04K/Pid. HAM. Ad.Hoc/2003
tanggal 1 April 2004, menjatuhkan pidana jauh dan ketentuan pidana minimal yang
telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM yaitu pidana minimal 10 (sepuluh) tahun pidana penjara. Penjatuhan pidana
tersebut adalah pidana penjara 3 (tiga) tahun jauh dari ketentuan pidana minimal yang
telah ditetapkan secara limiti{ yaitu 10 (sepuluh) tahun dan jauh dari dasar tuntutan
Penuntut Umum yang menuntut terdakwa, Abilio Jose Osorio Soares, dengan pidana
penjara 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan. Mahkamah Agung telah salah dalam
menerapkan hukum karena pidana vang dijatuhkan tidak berdasarkan ketentuan vang
telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM.

Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap penjatuban pidana tersebut
adalah berdasarkan rasa “keadilan”, bukan atas dasar ketentuan normatif karena
ketentuan perundang-undangan yang dijadikan landasan diajukannya perkara ini tidak
mengatur cara-cara pemidanaan bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia sehingga
hakim mengambil kesimpulan sendin sesum dengan hati nurani.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar putusan hakim mengenai
penjatuhan pidana minimal tersebut dan mengetahui hukum acara pidana yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
yang menjadi dasar diajukannya perkara pelanggaran hak asasi manusia

Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif untuk bahan hukum primer
vaitu putusan M.A tersebut dengan dukungan bahan-bahan hukum sckunder schagai
sumber bahan hukum dalam penyusunan. Metode yang digunakan untuk
pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam skripsi ini dengan cara studi
pustaka yaitu studi untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum

%11l
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sekunder dengan mempelajari literatur serta penunjang tertulis lainnya yang
menitikberatkan pada teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan.

Pengadilan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tidak mengatur tentang cara penjatuhan pidana bagi perkara pelanggaran hak asasi
manusia sehingga hakim mengambil kesimpulan sendiri bagi penjatuhan pidananya.
Konsekuensi dari hal tersebut, hakim terjcbak dalam penganggapan bahwa
pelanggaran hak asasi manusia adalah perkara tindak pidana biasa sebagamimana yang
diatur KUHP padahal pelanggaran hak asasi manusia adalah kejahatan yang bersifat
luar biasa (extra ordinary crime). Hakim menemui “kebuntuan™ dan akhirnya
mengambil cara penjatuhan pidana yang terdapat dalam ketentuan KUHP dan
KUHAP dalam menjatuhkan pidana perkara pelanggaran hak asasi manusia dalam
perkara Nomor 01/Pid HAM.Ad.Hoc/2002/PN.JktL.Pst.

Ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2000 telah menentukan, pidana minimal bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia
yang didakwa pasal 37 jis 40 Undang-Undang Nomor Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM adalah 10 (sepuluh) tahun, namun hakim melepaskan ketentuan
limitif tersebut. Hakim dengan kebebasan yang dimiliki, menjatuhkan pidana yang

jauh dari ketentuan minimal tersebut.

X1V
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berawal dari konsep tentang
kebebasan (freedom) yang diapresiasi ke dalam istilah “kemerdekaan™ sebagaimana
tertuang dalam Alinea ke 1 Pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan yang demikian itu
didasarkan pada eksistéensi manusia sebagai makhluk Tuhan, pemilik substansi asasi
yang tidak dapat dihilangkan (non-derogable) begitu saja dan oleh siapa saja karena
sifal transedental yang melekat padanya, oleh karena itu, kemudian setiap manusia
memiliki hak sebagai pemberian Tuhan untuk hidup di muka bumi baik dalam bentuk
hak-hak sipil atau politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai pendcritaan,
kesengsaraaan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan
diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan.
jenis kelamin, dan status sosial lainnnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut
merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan
oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horisontal (antar
warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak
asasi manusia yang berat (groos violation of human righis). Penyalahgunaan
kekuasaan terjadi pula oleh pejabat publik dan aparat negara yang scharusnya
menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, justru
mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa
( Atmasasmita, 2002:53).

Tragedi pemusnahan dan pembantaian orang-orang yang terlibat dalam dan
lingkungan PKI (Partai Komunis Indonesia) adalah scjarah pelanggaran hak asasi
manusia terhebat dan paling mengerikan di negeri ini. Menurut Sudisman (1967:24)
pemusnahan dan pembantaian tersebut berawal dari munculnya Dewan Revolusi yang
menantang dan mau menghalangi rencana kudeta dari Dewan Jenderal terhadap
Panglima Tertinggi atau Presiden Soekamo dengan menculik dan membunuh para
Dewan Jenderal tersebut agar kursi kepresidenan tidak jatuh terhadap penguasa
militer yang reaksioner dan menghambakan diri pada kepentingan imperialisme dan
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kapitalisme internasional. Presiden Soekamo, akhimya menyerahkan kursi
kepresidenannya lewat penandatanganan Surat Pernntah Sebelas Maret
(SUPERSEMAR) kepada para Jenderal yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, ketika
posisi politiknya (PNI) terus dipecah-belah bahkan penyokong program anti
imperialisme dan kapitalisme Presiden Soekarno yaitu PKI1 dihancurkan dengan
kekuatan senjata militer dan rakyal sipil yang tertipu oleh hasutan para militer.
Pembantaian itu terjadi karena konflik politik antara kaum pro impernalisme dan
kapitalisme (Dewan Jenderal) dengan kaum anti imperialisme dan Kapitalisme
(Soekarno, Dewan Revolusi, dan PKI) dan hukum tidak dapat bergerak dan
menemukan kemandulannya karena kelompok anti imperialisme dan kapitalisme
diadili tanpa melalui jalur hukum sedangkan penegak hukum, tidak punya nyali
mengusut para pelaku pembantaian yang mayoritas pelakunya adalah para aparat
bersenjata (ABRI) sebagai pemenang konflik politik sekalipus menjadi penguasa
bahkan penegak hukum cenderung menutup-nutupi peristiwa pembantaian lersebut
dan ikut mengklaim bahwa peristiwa tersecbut memang harus terjadi karena PKI
(Partai Komunis Indonesia) bahaya laten bagi bangsa Indonesia.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tersebut, membutuhkan penanganan
yang serius dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakvat
Indonesia. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia memasuki abad 21 telah ditandai oleh
perjuangan monumental yang menentukan nasib bangsa dalam memperjuangkan hak
asasi manusia antara lain perjuangan untuk memasukkan bidang hukum sebagai
bidang tersendiri terlepas dari dan tidak lagi di bawah bidang politik. dan
pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melalui
KEPPRES Nomaor 50 tahun 1993, (Atmasasmita,R.,2001:127)

Pembentukan KOMNAS HAM dan disusul kemudian dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan cermin dari
perjuangan vang melelahkan bangsa ini dalam memasukkan Ilak Asasi Manusia ke
dalam bidang hukum dan mengatur secara khusus bentuk-bentuk perlindungan.
penanganan perkara dan lainnya. Pencapaian kemajuan ini tidak terlepas dari

kepedulian dan perhatian tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat
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(L.SM) serta kalangan profesi hukum, ekonomi dan politik, di samping “political will”
pemerintah Indonesia sendiri.

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan implementasi dari pasal 104 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang
menentukan bahwa untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.

Pembentukan lembaga Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 adalah jalan menuju proses penegakan hukum dan hak asasi
manusia yang permanen kendati harus menemui beberapa kendala. Hal imi seperti
yang dikatakan oleh Romli Atmasasmita (2001:139) sebagai berikut,

“Pembentukan Pengadilan HAM sangat tidak mudah karena, pertama, masalah
pelanggaran hak asasi manusia merupakan peristiwa baru bagi bangsa
Indonesia. kedua, suatu pelanggaran hak asasi manusia tidak identik dengan
kejahatan biasa sebagaimana telah diatur dalam KUHP atau Undang-Undang
Pidana khusus yang berlaku. Pelanggaran HAM bersifal universal sedangkan
hukum pidana secara essensicl merupakan pelanggaran alas fatanan adat
istiadat, kultural, sosial dari suatu bangsa sekalipun terhadap beberapa kualitas
tindak pidana memliki kesamaan pandang di antara masyarakat bangsa-bangsa.
Ketiga, lembaga yang sudah ada belum terbiasa menangani pelanggaran hak
asasi manusia dan yurisprudensi hukum internasional dalam kasus pelanggaran
hak asasi manusia belum banyak dan berasal dari suatu Mahkamah Ad hoc
Sementara. Keempat, larangan pemakaian penafsiran secara analogi sudah
diakui dalam sistem hukum pidana di seluruh negara termasuk di Indonesia.
Jika penafsiran tersebut tetap dipergunakan dalam kasus pelanggaran HAM,
maka pemerintah telah memandang kasus tersebut sebagai kejahatan biasa
(ordinary crimes). Kelima, tuntutan masyarakat internasional melalui PBB agar
pemerintah secara serius menangani pelanggaran HAM di Indonesia sangat sulit
dihindarkan dan diabaikan pemerintah Indonesia. Keenam. pemakaian asas
tiduk berlaku surut atau non retroactive principle scbagai asas universal juga
dilematis karena asas ini di satu sisi dianut dalam Statuta ICC dan sistem hukum
pidana Indonesia serta hampir seluruh negara menganuinya’’.

Konsekuensi dari pembentukan pengadilan hak asasi manusia adalah terdapat
banyak kelemahan-kelemahan dan masih menjadi polemik antara lain proses
pemeriksaan yang hampir sama dengan hukum acara pada pengadilan biasa dan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memuat sebagian dari hukum acara yang
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dipakai oleh Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan HAM tidak
mempunyai hukum acara tersendiri dan bersifat khusus karena pelanggaran HAM
sendiri bersifat universal dan harus dibedakan dengan kejahatan biasa. Rudi Rizki,
seorang hakim ad hoc pada Pengadilan HAM (Suara Pembaruan:8 Maret 2005)
mengatakan,"Pengadilan HAM kita masih lemah karena belum mempunyai hukum
acara sendiri dan selama ini masih memakai KUHAP".

Kelemahan lain adalah tentang kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih
wewenang antara instansi penyidik kepolisian dan KOMNAS HAM. Ketentuan
sistem peradilan pidana menyatakan bahwa, komponen-komponen dalam suatu
peradilan pidana memuat antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga
kemasyarakatan. KOMNAS HAM sesuai KEPPRES Nomor 96 Tahun 2001, bertugas
dan diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM karcna setiap
pelanggaran HAM berat yang lerjadi di negara mana pun akan selalu sarat dengan
muatan politik dan tidak hanya bermuatan aspek hukum semata. Oleh karena itu,
KOMNAS HAM yang dibentuk oleh DPR merupakan antisipasi upaya politik dengan
pemberian kewenangan penyelidikan agar lebih independen dari setiap usaha
intervensi dari para pelaku pelanggar HAM yang berat yang kebanyakan dilakukan
oleh penguasa.

Penetapan tersangka oleh KOMNAS HAM yang ditentukan dengan adanya
KEPPRES Nomor 96 Tahun 2001 sebagai perubahan dart KEPPRES Nomor 53
Tahun 2001 tentang kewenangan Pengadilan HAM Ad.Hoc dalam mengadili tindak
pidana pelanggaran HAM berat adalah merupakan hal yang pertama dalam proses
penyelesaian perkara pidana dalam peradilan Indonesia. Pengadilan HAM Ad. Hoc
secara organisatoris masih berada dalam wilayah kewenangan Mahkamah Agung
yang merdeka sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3)
UUD 1945 hasil amandemen bahwa kekuasaan kehakiman dari proses penyelidikan
sampai pada penjatuhan pidana harus merdeka, independen tanpa intervensi dari
pihak manapun. KOMNAS HAM melalui KEPPRES Nomor 96 Tahun 2001
merupakan penegasan tugas penyelidikan karena perkara pidana pelanggaran HAM
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berat dipandang oleh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sarat dengan
muatan politik sehingga memerlukan pembentukan suatu tim khusus (ad hoc) dalam
proses penyelesaian tindak pidana pelanggaran HAM berat. Hal ini menimbulkan
polemik di kalangan ahli-ahli hukum karena dalam proses penyelesaian perkara yang
menyangkut hukum terdapat campur tangan dari pihak legislatif dan eksekutif yaitu
KOMNAS HAM vyang dibentuk oleh DPR dan penetapan wilayah penyelidikan
perkara oleh KEPPRES 96 Tahun 2001 padahal lembaga yudikatif harus merdeka,
independen tanpa intervensi dari pihak manapun.

KEPPRES Nomor 96 Tahun 2001 menyatakan bahwa Pengadilan HAM
Ad.Hoc mempunyai kedudukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan perkara
yang dapat diperiksa adalah perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di
Kabupaten Suai, Kabupaten Covalima, dan Dili yang terjadi antara Bulan April
sampai dengan Bulan September 1999. KOMNAS HAM, dengan berdasarkan hasil
penyelidikannya menetapkan para tersangka pelanggaran HAM beral diantaranya
adalah Abilio Jose Osorio Soares sebagai Gubernur Tk Timor Timur yang sudah
dijatubkan vonis pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

Substansi dari perkara Nomor 04 K/PID.HAM.ADHOC/2003 adalah
pengajuan kasasi dari terdakwa. Abilio Jose Osorio Soares dan Jaksa Penuntut Umum
terhadap putusan pengadilan banding yang menyatakan Abilio Jose Osorio Soares,
sebagai Gubernur Tk. 1 Timor Timur bersalah secara hukum karena tidak melakukan
pengendalian terhadap aparat keamanan dan bawahan sipilnya secara patut dan benar,
dan tidak melakukan atau tidak mengambil tindakan vang layak dan diperlukan
seperti koordinasi dengan aparat keamanan dan bawahan sipilnya dalam wilayah
wewenangnya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya yailu
penverangan kelompok Pro Integrasi terhadap kelompok Pro Kemerdekaan.
Perbuatan Abilio J.0). Soares tersebul mengakibatkan kematian dari seorang atau
kelompok orang dan terjadinya penganiayaan terhadap sekelompok orang. Ancaman
terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Abilio Jose Osorio Soares adalah ancaman
pidana yaitu sebagaimana vang telah ditentukan dalam Pasal 42 ayat (2) “a” dan “b™
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jis Pasal 7 huruf “b™, Pasal 9 huruf “a”, Pasal 37 Undang-lJndang Nomor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu ancaman pidana mati, pidana penjara seumur
hidup atau paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan pidana penjara paling singkat
(minimal) 10 (sepuluh) tahun, dan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 42
ayat (2) “a” dan “b" jis Pasal 7 huruf “b”, Pasal 9 huruf “h", Pasal 40 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 11AM, yaitu ancaman pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat (minimal) 10 (sepuluh)
tahun.

Keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Ad,Hoc terhadap
putusan Pengadilan Tinggi [IAM yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa,
Abilio Jose Osorio Soares selama 3 tahun yang tidak sesuai dengan dasar tuntutan
Jaksa Penuntut Umum Ad Hoe yang menuntut terdakwa, Abilio Jose Osorio Soares
dengan pidana penjara 10 tahun dan 6 bulan, dan tidak sesuai dengan standar
penjatuhan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM.

Penjatuhan pidana penjara sclama 3 tahun oleh majelis hakim yang sangat jauh
dari ketentuan minimal pemidanaan seperti tercantum dalam Pasal 37 dan Pasal 40
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang didakwakan olch Jaksa Penuntut
Umum Ad Hoe terhadap terdakwa Abilio J.O. Soares merupakan langkah yang keliru
dalam penerapan hukum acara pidana. Pertimbangan majelis hakim terhadap
keringanan pemidanaan didasarkan kepada sikap kooperatif' terdakwa di depan
pengadilan, terdakwa adalah tokoh dalam pembangunan masyarakat Timor Timur,
juga tokoh yang melakukan rekonsiliasi dan terdakwa sudah terusir dari tanah
kelahirannya dan pada waktu menmjabal sebagai gubernur, situasi Timor Timur sedang
dalam puncak pertikaian.

Pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran yang bersifal “Extra Ordinary
Crimes” yang berdampak luas. nasional dan internasional. Oleh karena itu,
penjatuhan pidana harus berdasarkan pada ketentuan yang telah ditentukan secara
limitatif dan imperatif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
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Pengadilan HAM. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, maka Penulis tertarik
untuk mengkaji dan menulis skripsi dengan judul : “Amnalisis Yuridis tentang
Penjatuhan Pidana Di Bawah Ketentuan Pidana Minimal Terhadap Pelaku
Pelanggaran HAM Berat” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.1. Nomor
04 K /PID.HAM. AD.HOC /2003)

1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan Penulis bahas dalam

skripsi ini yaitu:

I. bagaimana Hukum Acara Pidana pada Pengadilan HAM menurut Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 20007

2.  mengapa hakim menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimal yang
telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM?

1.3. Tujuan Penulisan
Sebagal suatu karya ilmiah, maka skripsi jelas mempunyai tujuan yang hendak
dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah:
1. mengetahui hukum acara pidana Pengadilan HAM.
2. mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran
HAM berat.

1.4.Metodologi
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam empat aspek
metode yaitu pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan
hukum, dan analisis bahan hukum.
1.4.1. Pendekatan Masalah
Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan menelaah permasalahan melalui
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peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku dan studi literatur yang

berisi konsep-konsep teoritis, untuk selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan

yang menjadi pokok pembahasan. (Soemitro. 1994:34)

1.4.2. Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar yang diperoleh dari temuan-
temuan langsung atau berupa dokumentasi beberapa peraturan yang mengikat dan
berlaku, yang terdini dari peraturan perundang-undangan, catatan — catatan resmi
atau tisalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan
hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lam Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, putusan hakim Nomor
04K/Pid HAM.Ad.Hoc/2003 dIL
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh sebagai penunjang
dalam memperkuat bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam
skripsi ini antara lain buku teks dengan judul “Pengadilan HAM dan
Penegakannya di Indonesia™.
1.43. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan olch Penulis dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi
Studi Dokumentasi adalah studi terhadap beberapa dokumen peraturan
perundang-undangan, dan putusan-pulusan hakim dan dipakai scbagai dasar
acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan. Penulis mempelajari
dokumen-dokumen tentang putusan penjatuban pidana terhadap pelaku tindak
pidana pelanggaran HAM berat yaitu Abilio J.O. Soares dan beberapa
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peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-1/ndang Nomor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan HAM.
2. Studi Literatur
Studi literatur adalah studi terhadap beberapa literatur-literatur yang ada
kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan mengumpulkannya
scbagai data penunjang. Penulis mengumpulkan bahan dari buku-buku tentang
HAM, pelanggaran HAM dan penegakannya serta penunjang lainnya.
1.4.4. Analisis Bahan Hukum
Penulis, dalam menganalisa bahan hukum skripsi ini menggunakan metode
analisis diskriptif kualitatif yaitu metode analisa vang dilakukan dengan cara
mengumpulkan semua bahan hukum yang diperoleh selanjuinya ditelaah dan
dianalisis berdasarkan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap
pelaku pelanggaran HAM berat.
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fakta tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM

Berat

Permohonan pengajuan kasasi oleh Terpidana, Abilio Jose Osorio Soares dan
Jaksa Penuntut Umum Ad.Hoc dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung R.l. Nomor:
04.K/PID.HAM.AD.HOC/2003 didasarkan atas kasus posisi sebagai berikut:

Berdasarkan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS
HAM), Jaksa Penuntut Umum Ad.Hoc mengajukan Abilio Jose Osorio Soares,
Mantan Gubernur Tk.l, Timor Timur, di depan Pengadilan HAM Ad.Hoc pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
pelanggaran HAM di Timor Timur) berdasarkan Pasal 2 KEPPRES Nomor 96 Tahun
2001 tentang Perubahan atas PEPPRES Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Pengadilan HAM Ad.Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, scbagai terdakwa
karena melakukan Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat yang intisari dakwaannya
sebagai berikut:
7 Dakwaan Kesatu:

Terdakwa sebagai Gubernur KDH Tk.I Timor Timur. selaku atasan dari

Bupati KDH Tk.T1 Kabuapten Lequisa dan Bupati KDH Tk.Il Covalima serta Wakil
Panglima Pasukan Pejuang “Pro Integrasi” (PPI) Eurico Guterres di Kabupaten/Kota
Administratif Dilli, bertanggung jawab sccara pidana terhadap pelanggaran “HAM
yang berat” yang dilakukan oleh bawahannya tersebut yang dilakukan sebagai bagian
dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil yang
pro kemerdekaan dan terdakwa tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar.

Terdakwa, atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat tersebut, tidak
mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam lingkup kewenangannya untuk
mencegah atau menghentikan perbuatan kelompok pro integrasi tersebut bentrok
dengan kelompok pro kemerdekaan dengan cara memerintahkan kepada aparat
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keamanan mengatasi hal tersebut. Sehingga perbuatan terdakwa diatur dan diancam
dalam pasal 42 ayat (2) “a” dan “b” jis pasal 7 huruf “b” pasal 9 huruf “a" pasal 37
dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

» Dakwaan Kedua:

Perbuatan terdakwa, Abilio J.0. Soares yang tidak mengambil tindakan yang
layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya sebagai Gubernur Tk.1
Timor Timur, diklasifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran HAM yang berat vang
diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat (2) “a” dan “b” jis pasal 7 huruf “b”
pasal 9 huruf “h™ dan pasal 40 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

PENGADILAN HAM Ad.Hoc

Jaksa Penuntut Umum, mengajukan tuntutan yang intinya sebagai berikut:

a. menyatakan terdakwa Abilio Jose Osorio Soares, bersalah melakukan:
“pelanggaran 1AM berat” berupa “Tindak Pidana Kejahatan terhadap
Kemanusiaan”, di dalam:

Dakwaan kesatu, pasal 42 ayat (2) “a” dan “b” jis pasal 7 huruf “b” jis pasal 9
huruf “a” pasal 37 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Dakwaan kedua, pasal 42 ayat (2) “a” dan “b” jis pasal 7 huruf “b™ pasal 9
huruf “b” pasal 40 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

b. menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan
6 bulan dan menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kain gorden, dan 1
(satu) pasang sandal warna coklat.

Setelah Majelis Hakim mendengar pledooi dari terdakwa dan Penaschat
hukumnya. maka Majelis berpendapat, berdasar atas alasan yuridis yang telah
dipertimbangkan atas perkara terdakwa, bahwa tindak pidana yang didakwakan pada
“dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan
karena terdakwa dianggap telah gagal untuk melakukan tindakan terhadap
bawahannya baik dalam hal pencegahan maupun dalam memberikan peringatan dan
pelaporan sampai pada proses penuntutan.
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Pengadilan HAM  dalam  putusan  register  perkara  Nomor
01/Pid. HAM.AD.110C/2002/PN.Jk1.Pst, menyatakan menetapkan bahwa terdakwa :
Abilio Jose Osorio Soares. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua: “Pelanggaran [lak Asasi
Manusia vang berat berupa Kejahatan terhadap Kemanusiaan™ dan memerintahkan
menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
PENGADILAN TINGG] HAM AD.HOC

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa scgala pertimbangan putusan Hakim
pada Pengadilan HAM Ad.Hoc sudah benar dan tepat sehingga dapat diambil alih
serta dijadikan pertimbangan tersendiri dalam memutus dan mengadili perkara dalam
tingkat banding. Maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi HAM Ad.Hoc
memutuskan menyatakan, menguatkan “Putusan Pengadilan HAM Ad.Hoc™ Jakarta
Pusat, Nomor 01/PID.HAM.AD.HOC/2002.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Majelis Mahkamah Agung berpendapat; semua keberatan yang diajukan
terdakwa tidak dapat dibenarkan dan mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum,
Majelis terdapat perbedaan pendapat dan tidak mencapai persatuan dalam
permufakatan sehingga sesuai dengan pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Mahkamah
Agung, berdasarkan putusan suara terbanyak. menyatakan menolak permohonan

kasasi dan terdakwa. Abilio Jose Osorio Soares dan dan Jaksa Penuntut Umum.

2.2. Dasar Hukum
1. Pasal 28 (i) Undang Undang Dasar 1945 Amandemen
1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani. hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apa pun.
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. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu.

. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 20 ayat (1)

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penvidik pembantu atas
perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang
melakukan penahanan.

Pasal 24 ayat (1)

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20. hanva berlaku paling lama dua puluh hari.

Pasal 25 ayat (1)

Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

Pasal 26 ayat (1)

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan
surat penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

Pasal 27 avat (1)
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Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87. guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang
mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

e Pasal 28 ayat (1)
Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang
mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

e Pasal | angka |
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Fsa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

e Pasal | angka 6
Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah sctiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak
disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang — Undang ini, dan tidak
mendapatkan, atan dikhawatirkan tidak akan memperolech penyelesaian
hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

s Pasal 104

(1) “Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk
Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum”™.

(2) “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan
undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun”.
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(3) “Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang

berwenang”.

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia

Pasal 4

Pengadilan I1AM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi;

a.  kejahatan genosida

b.  kejahatan terhadap kemanusiaan

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara
atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan
berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 11

Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk
kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan
yang cukup.

Pasal 12

Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan
penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan
penuntutarn.

Pasal 13
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(1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90
{sembilan puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan
HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan
penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang
paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai
dengan daerah hukumnya.

e [Pasal 14

(1) Penahan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30
(tiga puluh) hari.

(2) Jangka waktu scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HHAM
sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam syat (2) habis dan
penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang
paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai
dengan daerah hukumnya

e Pasal |5

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM
dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(2) Jangka waktu schagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM
sesuai dengan daerah hukumnya.

» Pasal 16

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan HAM
Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
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(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM
Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

e Pasal |7

(1) Penahanan untuk Kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung
dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka wakiu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Mahkamah Agung.

e Pasal 18

(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan
oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc vang
terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

* Pasal 21

(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan
oleh Jaksa Agung.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagmimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa
Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdin atas unsur
pemerintah dan atau masyarakat.

e Pasal 22

(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat (1) dan (3) wajib
diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal
hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan
HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
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(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan
penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling
lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan
daerah hukumnya.

e Pasal 23

(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang beral dilakukan
oleh Jaksa Agung.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa
Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur
pemerintah dan atau masyarakat.

o Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)
wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak
tanggal hasil penyidikan diterima.
o Pasal 27
(1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang beral diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan ITAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Pemerisaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM
yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada
Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
e Pasal 28
Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala
Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.

e Pasal 31
Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh)
hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.
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Pasal 32 ayat (1)

Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan

banding ke pengadilan tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus

dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara

dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

Pasal 33 ayat (1)

Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan

kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam

waktu paling lama 90 (sembila puluh) han terhilung sejak perkara

dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf a.b.d.c, atau j, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun

dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf g. h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 42 ayat (2)

Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara

pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan

oleh bawahannya vang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya

yang cfektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap

bawahannya secara patul dan benar, yakni:

a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang
sccara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru

saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
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atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan
dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan
perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat vang
berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

s Pasal 43

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum

diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
HAM ad hoe.

(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk

atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan

peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di

lingkungan Peradilan Umum.

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
e Pasal 36 ayat (1)
Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari
Presiden atas permintaan penyidik.
e Pasal 38 ayat (1)
Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

memiliki tugas dan wewenang :

i,

pembinaan  dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  daerah
kabupaten/kota;

koordinasi penyelenggaran urusan pemerintah di daemh provinsi dan
kabupaten/kota;
. koordinasi pembinsan dan pengawasan penyelenggaraan tugas

pembantuan di daerah kabupaten/kota.

6. Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001
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e Pasal 1
Membentuk Pengadilan Ilak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

o Pasal 2

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca
jajak pendapat dan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984,
7. Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan

KEPPRES Nomor 53 Tahun 2001

e Pasal 2
Pengadilan lak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc sebagaimana dimaksud
dalam Pasal | berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat yang terjadi di Timor Timur dalam
wilayah hukum Liquisa, Dilli dan Suae pada bulan April 1999 dan bulan
September 1999 dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September
1984,

2.3. Tinjauan Pustaka

2.3.1. Pengertian Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM Ad.Hoc

2.3.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Setiap dalam diri manusia pasti membawa keinginan-keinginan yang
mutlak dibawa sejak lahir karena Keinginan tersebut datang secara kodrati vaitu
kemanusisannya sendin dan disebut Hak Asasi Manusia. Maurice Cranston
menyebut, hak-hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada semua orang
pada setiap saat. Hak Asasi Manusia dimiliki seseorang semata-mata karena ia
manusia (Peter Baechr, 1998:1). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
menegaskan  bahwa pokok-pokok hak asasi manusia adalah kemerdekaan
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(freedom) yang selanjutnya menjadi hak segala bangsa karena penjajahan selalu
bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Bermula pada keikutsertaan Negara Indonesia dalam Deklarasi Universal
tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), yang
menyatakan bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama
dan tidak terasingkan dari semua anggola keluarga kemanusiaan adalah dasar
kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Perlindungan terhadap hak asasi
manusia melaui peraturan hukum sangat perlu supaya orang tidak akan terpaksa
memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan
penjajahan.

Akhirnya Negara Indonesia dalam perjanjiannya dalam deklarasi tersebut
memasukkan pengakuan hak asasi dalam beberapa pasal dari Undang-Undang
Dasar 1945 (Pasal 27 sampai Pasal 33) dan semakin diperluas melalw
amandemennyva. Kehadiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah
merupakan bukti pengakuan hak asasi di Indonesia semakin menemukan
penghargaannya, ketika hak-hak asasi ini sudah lama dibelenggu oleh Rezim
Socharto dan Orde Baru sekitar 32 tahun dengan cara penerbitan peraturan
perundang-undangan yang anti rakynt seperti 5 Paket Undang-Undang Politik
tahun 1985 dan diberlakukannya Dwi Fungsi ABRI serta penyelesaian perlawanan
rakyat yang menuntul kebenaran dan keadilan dengan cara represif bahkan
dibunuh, serta adanya penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan 11AM yang baru terbentuk. Ketentuan Pasal |
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Pasal |
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah menegaskan pengertian Hak Asasi
Manusia bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang sccara Kodrati
melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Lsa yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemernntah dan
setinp orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
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Setiap hak dengan sendirinya harus dipertahankan oleh individu

pemegangnya dan harus dilindungi olch negara tempat individu tersebut berada
dan tinggal sebagai warga negara. Perlindungan negara terhadap hak asasi imi
sangal wurgeni ketika seorang warga negara menjadi tidak mampu dalam
mempertahankan hak asasinya di depan orang lain. Oleh sebab itu, tugas negara
adalah menegakkan hak asasi menjadi suatu peraturan tersendiri dan diatur dalam
peraturan yang tertinggi (terdasar). Menurut Imam Kabul;
“Hak-hak asasi manusia dapat terwujud dengan baik jika dilengkapi oleh adanya
instrumen hukum baik dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk aturan
perundang-undangan. Kelembagaan merupakan wadah dimana aturan-aturan
tersebut dapat menunjukkan “kekuasaan™nya untuk mengatur dan menilai terhadap
substansi yang dikandungnya™ (Kabul, 2005:97)

Muladi (dalam Atmasasmita, 2001:128) menyatakan pembuatan peraturan
tersebut harus melihat dan mengkaji konsepsi HAM yang terdapat di Indonesia
karena konsepsi [IAM sering “terjecbak™ ke dalam dua pandangun yang ekstrim
yang disebut Unversalistik dan Partikularistik. Demikian juga dalam The Jakarta
Message dan Deklarasi Kualalumpur tahun 1993 telah diakui ada perbedaan
konsep HAM tersebut. Pengakuan tersebut tidak berarti merupakan jurang
pemisah antara negara-negara barat dan negara-negara timur kKhususnya negara di
kawasan Asia. Perbedaan tersebut dapat dilihat dan kultur budaya negara Amerika
secbagai corong negara barat dengan negara Indonesia. Konsep kemerdeknan
(freedom) rakyat Amerika sebagaimana dituangkan dalam konstitusinya, kemudian
diikuti dengan Deklarasi HAM PBB (1948) bersifat universal karena Penyusun
Konstitusi Amerika Serikat adalah non pribumi (imigrani) yang mempunyai
motivasi mencari dan mendambakan kebebasan yang hampir tidak pernah
diperoleh di negara asalnya sedangkan di Indonesia, penyusun konstitusi adalah
penduduk negeri yang berasal dari beberapa etnis atau multi ras yang menentang
berbagai bentuk penindasan atas kemerdekaan dan cenderung memelihara dan
mempertahankan harmonisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat (keseimbangan
alam kosmos). Oleh karena itu, konsep HAM di Indonesia bersifat Partikularistik,
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Perbedaan cara pandang karena pertimbangan filosofis. historis, dan sosiologis
berdampak terhadap cara pandang bagaimana seharusnya perlindungan HAM
diimplementasikan.

Perlindungan HAM dalam kontcks masyarakat barat ditujukan kepada
interrelasi antara penguasa dan warga masyarakal sehingga pola kriminalisasi
perbuatan pelanggaran HAM selalu ditujukan kepada perbuatan penguasa (asumsi
negatif), sedangkan perlindungan HAM di Indonesia ditujukan kepada interrelasi
antara warga masyarakat dan antara warga masyarakat dan penguasa dengan
asumsi yang normatil tradisional yaitu pola yang seimbang (asumsi positif).

Jadi, Hak Asasi Manusia adalah hak terdasar bagi manusia karena sifat
kemanusiaannya dan dapat diperjuangkan oleh pemegangnya selain harus dijamin
perlindungan, penegakan serta penyelenggaraannya oleh negara di tempat manusia
tersebut berada dan tinggal sebagai warga negara melalui peraturan yang terdasar

pula.

2.3.1.2 Pengertian Pengadilan HAM AD.HOC,

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyelesaikan
perkara pelanggaran HAM berat diperlukan dalam rangka turut serta memelihara
perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi
perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun
masyarakat.

Bertitik tolak dari kebutuhan tersebut, demi kepentingan nasional dan
kepentingan internasional karena pelanggaran HAM yang bersifat universal, maka
timbulnya TAP MPR-RI Nomor XVIVMPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 26 Tahun
2000 merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bagaimana peraturan-peraturan tersebut harus

diimplementasikan di tengah masyarakat.
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Pengadilan HAM adalah salah satu lembaga yang berwenang memeriksa
dan memutus perkara pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia vang
diselenggarakan dan berkedudukan di Pengadilan Negeri. Pembentukan
Pengadilan HAM didasarkan pada pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Pengadilan
HAM dibentuk untuk mengadili setiap pelanggaran HHAM yang beral.

Ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan
Pengadilan HAM bersifat khusus (ad hoc) apabila Pengadilan HAM tersebut
mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang
berat yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 dibentuk
dan disahkan berlakunva. Pengadilan HAM Ad Hoc terbentuk berdasarkan usul
dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap peristiwa tertentu yang dianggap scbagai
pelanggaran HAM dan disepakati dengan diterbitkannya KEPPRES.

Pembentukan Pengadilan TAM Ad Hoc menyediakan perangkat penegak
hukum bersifat khusus, mulai pemeriksaan penyelidikan terjadinya pelanggaran
HAM yang berat oleh KOMNAS HAM yang terbentuk melalui KEPPRES Nomor
50 Tahun 1993, penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung yang dapat
membentuk tim ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat,
penuntutan oleh Jaksa Agung vang mempunyai wewenang dapat membentuk tim
ad hoc sehagaimana dalam hal penyidikan. sampai pemeriksaan di depan sidang
Pengadilan oleh majelis hakim yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim pada
Pengadilan HAM dan 3 (tiga) orang hakim yang diangkat oleh Presiden atas usul
Ketua Mahkamah Agung.

2.3.2. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan sescorang atau

kelompok orang termasuk aparat negara yang disengaja atau tidak disengaja

maupun kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,

membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang
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vang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan memperoleh penyelesaian
hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran hak asasi manusia vang berat (groos vielation of human
rights) merupakan tindak pidana atau kejahatan yang bersifat luar biasa (extra
ordinary crimes), karena tindak pidana ini dilakukan oleh suatu kekuasaan atau
kelompok berdasarkan asal usul, etnik dan agama. dengan (ujuan untuk
menghilangkan nyawa secara sistematis dan meluas (Atmasasmita, 2002:2).

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat mempunyai dampak vang luas,
baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak
pidana vang diatur dalam Kitab Undang-Undang Huokum Pidana serta
menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan rasa
tidak aman. baik terhadap perseorangan maupun masyarakal, sehingga perlu
segera  dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk  mencapai
kedamaian, ketertiban, ketentruman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat Indonesia.

Perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat bersifat universal
dan disebut crime by ommisision. vaitu suatu tindak pidana baru vang berdiri
sendiri dan tidak identik dengan delik yang telah diatur dalam KUHP atau doktrin
hukum pidana Indonesia karena sifat keluarbiasaannya yang sistematis dan
meluas.

Riewanio (2003 ) berpendapat, apa yang disebut pelanggaran HAM maupun
kasus HAM pada dasamya termasuk tipe pelanggaran ataupun kasus yang
mengandung dua sifat sekaligus, yaitu suatu perbuatan vang sudah dengan
sendirinya merupakan pelanggaran/kejahatan (mala in se) dan perbuatan yang
kemudian dinyatakan sebagai pelanggaran/kejahatan mengingat adanya aturan
yang menyebutkan hal itu (mala fn prihibilita). Bila pelanggaran HAM hanya
mengandung sifat mala in se saja, maka mungkin pelanggaran tersebut tidak
disadari keberadaannya. Sebaliknya bila hanya merupakan mala in prihibilita,
pelanggaran HAM dan kasus HAM, susah dikatakan justifikasi moral dan

sosiologis. Hal itu menunjukkan tidaklah cukup menyatakan sesuatu yang secara
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substansial dinyatakan pelanggaran HAM (dengan interpretasi tiap-tiap orang)
melainkan harus melalui pengonstruksian kasus, pengaitan dengan hukum, dan
diakhiri prosedural yang limitatif dan formal.

Isu pelanggaran HAM sering dijadikan sebagai alasan untuk menckan
suatu negara, bahkan mengucilkannya dari hubungan dengan negara-negara lain
karena pelanggaran HAM punya dampak politis terhadap kerjasama regional suatu
negara. Oleh karena itu, pelanggaran HAM vyang berat di suatu dacrah tertentu di
wilayah suatu negara akan menjadi bahan pembicaraan internasional bahkan untuk
menentukan  suatu  keputusan politik tertentu. Pelanggaran HAM  selalu
mempengaruhi situasi politik di suatu negara dan pelanggaran HAM juga
dipengaruhi oleh situasi politik pula. Dunia internasioanal pasti punya perhatian
terhadap peristiwa pelanggaran HAM di suatu negara, tidak hanya permasalahan
kemanusiaan, penegakan dan perlindungan bahkan bagaimana investasi modal di
suatu negara dapat disalurkan yang diselaraskan dengan keamanan modal di
negara tersebut.

Ketentuan Pasal 7, 8 dan pasal 9 Undang-1/ndang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat ada 2 (dua)
jenis perbuatan, Kedua jenis tersebut adalah:

1. kejahatan genocide yaitu setiap perbuatan vang dilakukan dengan maksud
untukmenghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok
hangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;

b, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-
anggola kelompok;

¢. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara lisik, baik scluruh atau sebagiannya;

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di
dalam kelompok;

¢. memindahkan secara paksa anak-anak ke kelompok lain.
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2. kejahatan terhadap kemanusiaan vaitu salah satu perbuatan yang dilakukan

sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya
bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil

berupa;

i.

b.

pembunuhan:

pemusnahan:

¢, perbudakan;

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
internasional;

penyiksaan;

perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan

kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secarn paksa;

penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang

didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,

jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai

hal yang dilarang menurut hukum internasional;

penghilangan orang secara paksa;

kejahatan apartheid

2.3.3. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pelangearan HAM

Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap

perkara pidana dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai

pada pemeriksaan di depan pengadilan,

Ketentuan Pasal 4 KUHAP menyatakan kepolisian berwenang dalam

melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Oleh karena itu,
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setiap hasil laporan, pengaduan atau temuan kepolisian sendiri akan menjadi dasar
dilukukannya tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Penyidikan ini dilakukan oleh pejabat-pejabat kepolisian sebagaimana yang sudah
ditetapkan pengaturannya.

Ketentuan Pasal 54 H.LR menyatakan, pejabat-pejabat kepolisian dalam
melakukan penyidikan bertindak dalam kedudukannya sebagai Pembantu Jaksa
(hulp-magistraat), sehingga apabila jaksa dan polisi bersamaan mengusul suatu
perkara maka polisi menghentikan kegiatannya dan menyernhkan kepada jaksa,
kecuali apabila jaksa mempersilahkan kepada polisi untuk melanjutkan pekerjaan
pengusutan tersebut (Tanusubroto, 1984:30).

Ketika H.LR dihapus dan diganti dengan KUHAP, maka tugas Jaksa
adalah melakukan penuntutan setelah menerima berkas penyidikan dari kepolisian
dan melaksanakan penetapan hakim sckaligus melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pengadilan Negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara dari Jaksa
Penuntut Umum dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya,
Ketua Pengadilan Negari menunjuk Hakim yang akan memeriksa perkara tersebul
dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidangnya sekaligus menetapkan
penjatuhan pidananya apabila terdakawa tersebut terbukti melakukan tindak
pidana yang didakwakan,

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan 1AM menyatakan, hukum acara yang dipakai pada Pengadilan HAM
adalah hukum acara sebagaimana yang tercantum dan ditentukan oleh Undang-
Undang tersebut dan hanya sebagian mengikuti hukum acara yang ditentukan oleh

KUHAP mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada
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pemeriksaan di depan Pengadilan, pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan
di tingkat kasasi.

Komisi Nasional Iak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dibentuk
melalui KEPPRES Nomor 50 Tahun 1993 bertujuan untuk meningkatkan
perlindungan dan penegakan HAM di negara Indonesia. KOMNAS HAM pada
perkembangannya, mulai ambil bagian dalam proses pemeriksaan perkara
pelanggaran HAM yang berat berupa proses penyelidikan karena tujuan yang
disandangnya. Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyelidikan terhadap pelanggaran Hak
Asasi Manusia vang berat dilakukan oleh KOMNAS HAM yang dapat membentuk
dan dapat menunjuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-
HAM) melakukan penyelidikan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM
dalam suatu peristiwa yang dianggap pelanggaran HAM.

Penyelidikan terhadap perkara pidana pelanggaran HAM vyang dilakukan
oleh KOMNAS HAM meliputi penyelidikan status peristiwa tindak pidana baik
adanya peristiwa tersebut melalui laporan atau pengaduan tentang terjadinya
peristiwa fertentu yang dianggap perbuatan pelanggaran HAM maupun
pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul apakah patut diduga sebagai
pelanggaran HAM berat atau hanya merupakan perbuatan pidana biasa
sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHP.

Jika suatu peristiwa tersebut ditetapkan terdapat unsur pelanggaran HAM
berat oleh KOMNAS HAM, maka penyidikan dan penuntutan terhadap perkara
pelanggaran HAM berat tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung yang dapat
mengangkat penyidik ad hoc dan penuntut umum ad hoc dari unsur pemerintah
dan atau masyarakat karena penyidikan dan penuntutan dalam perkara pelanggaran
HAM berat membutuhkan dan menuntut keterampilan lebih sekaligus pengetahuan
tentang HAM dan pelanggaran HAM berat yang bersumber dari Statuta Roma dan

Konvensi-Konvensi Internasional lainnya.
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Pemeriksaan di depan sidang Pengadilan HAM dilakukan oleh majelis
hakim yang ditunjuk dan diangkat sekaligus dapat diberhentikan oleh Presiden
selaku Kepala Negara vang terdiri dari lima orang hakim dengan rincian 2 (dua)
orang hakim pada Pengadilan HAM dan 3 (orang) hakim ad hoc.
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1. Hukum Acara Pidana Dalam Peradilan HAM

3.1.1 Fungsionaris Hukum Dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Penvelidik dan Wewenang Penyelidikan

Penyelidik dalam penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM) berat adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).
KOMNAS HAM dalam melaksanakan tugas penyelidikan dapat membentuk tim
Ad Hoc yang terdiri atas anggota KOMNAS HAM dan unsur masyarakat.
Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan Tim
Penyelidik KOMNAS HAM disebut sebagai Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak
Asasi Manusia (KPP -~ HAM) yang dibentuk Komnas HAM untuk tiap kasus yang
perlu dilakokan penyelidikan. Unsur masyarakat yang terdapat dalam
pengangkatan anggota KPP — HAM adalah tokoh dan anggota masyarakal yang
profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi dan menghayati di bidang Hak Asasi
Manusia (HAM).

Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh KOMNAS HAM
dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga
Komnas HAM adalah lembaga yang bersifat independen. Kewenangan tersebut
meliputi :

. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul
dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat
pelanggaran HAM yang berat:

2. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau kelompok orang tentang
terjadinya pelanggaran HAM vang berat serta mencari keterangan dan barang
bukti. Penerimaan dimaksud adalah menerima, mendaftar dan mencatat laporan
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tentang terjadinya pelanggaran HAM yang berat dengan disertai dan dilengkapi
dengan barang bukii:

. memanggil pihak pengadu, pelapor, korban atau pihak vang diadukan untuk
diminta dan didengar keterangannya dan memanggil saksi untuk diminta dan
didengar keterangannya:

i

4. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan di tempat
lainnya yang dianggap perlu;

5. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau
menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;

6. atas perintah penyidik yaitu dengan perintah tertulis atas permintaan penyelidik,
dapat melakukan tindakan berupa:
a. pemeriksaan surat
b. penggeledahan baik badan atau rumah dan melakukan penyitaan
¢. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan. dan tempat-

tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu.

KOMNAS HAM, dalam hal selaku penyelidik berpendapat bahwa terdapat
bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat,
maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 menegaskan, yang dimaksud dengan “bukti permulaan
yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa
seseorang vang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan
patut diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat. Dalam penyelidikan,
tetap dihormarti asas praduga tak bersalah sehingga hasil penyelidikan bersifat
tertutup sepanjang menyangkut nama-nama yang diduga melanggar HAM yang
beral sesuai ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia. Kerahasiaan ini berlaku juga untuk merahasiakan identitas
pengadu dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait
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dengan materi aduan. Bunyi Pasal 92 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
sebagai berikut:

(1)

(3)

dalam hal tertentu dan bila dipandang perli, guna melindungi kepentingan dan
Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian
terhadap masalah yang ada, KOMNAS HAM dapal menelapkan untuk
merahasiakan identitas pengadu dan pemberi keterangan atau bukti lainnya
serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
KOMNAS HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi
penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain vang diperolech KOMNAS
HAM yang berkaitan dengan materi pengaduan atan pemantauan.
Penetapan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada
pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnva tersebut
dapat:
a membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
b membahayakan keselamatan dan ketertiban umum:
¢ membahayakan keselomatan perorangan;
d mencemarkan nama baik perorangan;
¢ membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam
proses pengambilan keputusan pemerintah;
I membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan,
penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
£ menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah vang ada; atau
h membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang,
Apabila penyidik berpendapat bahwa hasil penvelidikan masih belum

lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada
penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal diterimanya pengembalian dari penyidik, penyelidik wijib
melengkapi  kekurangan tersebut sesuai petunjuk yang telah diberikan oleh

penyidik mengenai kekurangannya. Kekuranglengkapan hasil penyelidikan
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tersebut dapat berupa belum terpenuhinya unsur pelanggaran HAM yang berat
untuk dilanjutkan ke penyidikan.

2. Penyidik dan Penyidik Ad Hoc Serta Tugas Penyidikan Perkara

Pelanggaran HAM Berat

Penvidik dalam perkara pelangparan HAM yang berat adalah Jaksa Agung
yang dalam pelaksanaan tugas penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat
dapat mengangkat penyidik Ad Hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau
masyarakat.

“unsur masyarakat”, dalam ketentuan ini adalah terdiri dan organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat atau Jembaga
kemasyarakatan yang lain seperti perguruan tinggi. Kata “dapat™ dalam ketentuan
ini dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam mengangkat penyidik Ad Hoc dilakukan
sesuai dengan kebutuhan.

Kewajiban dan syarat-syarat penyidik Ad Hoc:
|. sebelum melaksanakan tugas. penyidik Ad Hoc wajib mengucapkan sumpah

dan janji menurut agamanya masing-masing.
. untuk dapat diangkat menjadi penyidik Ad Hoc harus memenuhi syarat sehagai
berikut:

a) warga negara Republik Indonesia

]

b) berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65
(enam puluh lima) tahun

¢) berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di
bidang hukum

d) sehat jasmani dan rohani

e) berwibawa., jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

f) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

p) memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia

Batas-batas waktu dalam penyidikan dan penghentian penyidikan.
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. penyidikan wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) han terhitung

sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinvatakan lengkap oleh penyidik

. jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari. dapat diperpanjang paling lama 90

{sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai
dengan daerah hukumnya

. apabila 2 (dua) x 90 (sembilan puluh) hari habis dan penyidikan belum selesai,

penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan daerah hukumnya

. apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari + 90 (sembilan puluh)

hari + 60 (enam puluh) hari dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yvang
cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh
Jaksa Agung

. setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya

dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain
vang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan

dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat
diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau
semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, berhak
mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah
hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Y. Penuntut Umum dan Penuntut Umum Ad Hoc

Jaksa Agung adalah Penuntut Umum dalam perkara pelanggran HAM yang
berat. Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum Ad Hoc vang terdini atas
unsur pemerintah dan  masyarakat, Penuntut Umum Ad Hoe dari unsur
masyarakat diutamakan diambil dari mantan penuntut umum atau oditur di
peradilan militer dengan tidak menutup kemungkinan dari unsur masyarakat
vang lain. Penuntut Umum Ad Hoc yang dibentuk, sebelum melaksanakan
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tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji menurul agamanys masing-

masing.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Penuntut Umum Ad Hoc adalah

sebagai berikut :

1) warga negara Republik Indonesia

2) berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65
(enam puluh lima) tahun

3) berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum

4) sehat jasmani dan rohani

5) berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

6) setia kepada Pncasila dan Undang-Undang Dasar 1945

7) memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM,

Penuntut Umum Ad Hoc diberikan jangka waktu untuk melakukan penuntutan

terhadap pelaku perkara pelanggaran HAM yang berat paling lambat 70 (tujuh

puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima sedangkan Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai penyidik. sewaktu-waktu

dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung (sclaku penyidik

dan penuntut umum dalam perkara pelanggran HAM vang berat) mengenai

perkembangan penyidikan, dan penuntutan pelanggaran HAM yang berat.

4. Hakim Pada Pengadilan HAM

Perkara pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
HAM. Hakim pengadilan HAM yang memeriksa perkara pelanggaran HAM
yang berat terdir ntas ;

1) hakim pada Pengadilan HAM (hakim karier)

2) hakim Ad Hoe (nonkarier)

Pemeriksaan perkara terhadap pelanggar HAM vyang berat dilakukan oleh
Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2
(dua) orang hakim pada Pengadilan HAM (hakim karier) dan 3 (tiga) orang
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hakim Ad Hoc. Majelis hakim ini diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM

yang bersangkutan. Ketentuan Majelis Hakim untuk 5 (lima) orang agar selalu

ganjil, sehingga untuk pengambilan keputusan bila ada selisih pendapat, diambil

suara terbanyak.

Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara

atas usul Mahkamah Agung. Jumlah hakim Ad Hoc sekurang-kurangnya 12

(dua belas) orang. Hakim Ad Hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hakim Ad Hoc adalah hakim

yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi syarat profesional,

berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan

negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati

HAM dan kewajiban dasar manusia.

Syarat-syaral untuk dapat diangkat menjadi hakim Ad Hoc antara lain :

I) warga negara Republik Indonesia

2) berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65
(enam puluh lima) tahun

3) berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di
bidang hukum. Keahlian di bidang hukum dimaksud antara lain Sarjana
Syariah dan lulusan Perguruan Tinggi llmu Kepolisian

4) schat jasmani dan rohani

5) berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

6) setia kepada Pncasila dan Undang-Undang Dasar 1945

7) memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM.

Hakim Ad Hoc yang diangkat sesuai Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan

tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing.

3.1.2 Penangkapan dan Penahanan Untuk Kepentingan Penyidikan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Di Pengadilan
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1. Penangkapan Untuk Kepentingan Penyidikan

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan,
Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk
kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan
pelanggaran HAM yang berat. Penangkapan tersebut dilakukan dengan disertai
surat tugas yang tercantum identitas tersangka, tempat dilakukan pemeriksaan
serta surat tersebut memuat alasan penangkapan dengan mengurai secara singkat
perkara pelanggaran HAM yang dipersangkakan.

Surat tugas penangkapan tersebut harus juga diserahkan kepada keluarga
tersangka yaitu berupa surat tembusan setelash penangkapan terhadap tersangka
dilakukan. Penangkapan dapat segera dilakukan tanpa adanya surat perintah tugas
penangkapan apabila tersangka tertangkap tangan melakukan pelanggaran HAM
yang berat dan diserahkan kepada penyidik berikut barang bukti yang terdapat
pada waktu tersangka melakukan perbuatan tersebut.

Penangkapan berlaku paling lama untuk satu hari yaitu dalam waktu 24
(dua puluh empat) jam terhitung mulai tersangka tersebut ditangkap. Hal ini sama
dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP,

2. Penahanan  Untuk Kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan
Pemeriksaan di Depan Pengadilan
Penahanan dapat dilakukan oleh Jaksa Agung sebagai penyidik dan sebagai
penuntut umum dan melakukan perintah penahanan lanjutan untuk kepentingan
penyidikan dan penuntutan. Penahanan dimaksudkan dalam hal adanya
kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbustan tindak pidana
pelanggaran HAM yang berat.
Penyidik, untuk kepentingan penyidikan, dengan surat perintah dari Jaksa
Agung dapat melakukan penahanan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan
dapat ditambah apabila keterangan atau bukti dinyatakan belum cukup untuk
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dilakukan penuntutan yaitu dengan memperpanjang penahanan untuk paling lama
90 (sembilan puluh) hari dengan disertai surat penahanan lanjutan vang
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya, apabila
dalam jangka waktu penahanan tersebut, penyidikan dinyatakan belum dapat
diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang pula untuk paling lama 60
(enam puluh) hari dengan penetapan dan Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan
daerah hukumnya.

Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan oleh Jaksa
Agung untuk paling lama 30 (figa puluh) hari dan dapat ditambah apabila
keterangan atau bukti dinyatakan belum cukup untuk diajukan di depan sidang
pengadilan yaitu dengan memperpanjang penahanan berupa penahanan lanjutan
untuk paling lama 20 (dua puluh) han yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan
HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan untuk kepentingan penuntutan
ini, dapat diperpanjang lagi untuk diselesaikannya penuntutan sebagai dasar
keputusan hakim untuk paling lama 20 (dua puluh) hari masa penahanan.

Penaghanan untuk kepentingan penuntutan terhadap perkara pelanggaran
HAM lebih lama dari ketentuan yang dinyatakan dan dimaksudkan dalam Pasal 25
ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yaitu penahanan untuk kepentingan penuntutan
dalam KUHAP dilakukan paling lama 20 (dua puluh) han dan dapat ditambah dan
diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Majelis hakim, dalam pemeriksnan di sidang Pengadilan HAM, dapat
melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan tersebut untuk paling lama
90 (sembilan puluh) han, Jangka wakiu penahanan tersebut dapat diperpanjang
oleh Ketua Pengadilan HAM untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan
dacrah hukumnya. Penahanan untuk kepentingan tersebut, dalam ketentuan Pasal
26 KUHAP adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat ditambah dan
diperpanjang untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

Majelis hakim, dalam pemeriksaan banding di sidang Pengadilan Tinggi
HAM, dapat melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan tersebut untuk
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paling lama 60 (enam puluh) hari. Jangka wakiu penahanan tersebut dapat
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari
scsuai dengan daerah hukumnya. Penahanan untuk kepentingan tersebut, dalam
ketentuan Pasal 26 KUHAP adalah paling lama 30 (tiga pulub) han dan dapat
ditambah dan diperpanjang untuk paling lama 60 (enam puluh) hari sedangkan
penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pelanggaran HAM yang berat pada
tingkat kasasi di Mahkamah Agung, wakiu penahanan paling lama 60 (enam
puluh) hari dan dapat ditambah 30 (tiga puluh) hari jika wakiu tenggang yang
pertama tidak mencukupi menyelesaikan perkara pada tingkat ini. Sementara
dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KULIAP, penahanan untuk
kepentingan ini, paling lama 50 (lima puluh) hari dan dapat ditambah 60 (enam
puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

3.1.3. Acara Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan

Pemeriksaan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) vang berat
di depan Pengadilan HAM diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam waktu
paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara tersebut
dilimpahkan sedangkan untuk pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat
pada tingkat banding diperiksa dan diputus untuk waktu paling lama 90 (sembilan
puluh) hari dan untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi, diperiksa dan diputus
dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Jumlah hakim ad hoc pada Pengadilan HAM dan Pengadilan Tinggi,
masing-masing berjumlah 12 (dua belas) orang, dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc
pada Mahkamah Agung. Semua hakim ad hoc ini, diangkat oleh Presiden selaku
Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung kecuali pengangkatan hakim ad
hoc pada Mahkamah Agung yang diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedangkan umuk
pemeriksaan, majelis hakim terdiri dari 2 (dua) orang hakim karner dan 3 (tiga)

orang hakim ad hoc tersebul.
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Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
termasuk acara pemeriksaan biasa yang paling luas pengetahuannya dan dalam
pemeriksaan biasa inilah dilakukan pemeriksaan—pemeriksaan kejahatan berat.
Pemeriksaan pelanggaran HAM yang berat tentu termasuk acara pemeriksaan
biasa, mengingat Pengadilan HAM Ad Hoc termasuk hal vang baru.

1. Pemeriksaan Terbuka untuk Umum

Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis
hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka unmuk umum™.
Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki
ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan
demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai.

Pengecualian seperti yang disebur diatas, terdapat dalam ketentuan Pasal
153 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, bahwa untuk pemeriksaan kesusilaan dan
terdakwanya anak-anak maka sidang dilakukan dengan “pintu tertutup”.
Persidangan terbuka untuk umum bertujuan agar semua persidangan pengadilan
jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat dan tidak diperbolehkan persidangan
gelap dan bisik-bisik. Masyarakat yang menghadini persidangan pengadilan,
jangan sampai mengganggu ketertiban jalannya persidangan. Oleh karena i,
setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mercka
vang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung dan
bersikap hormat secara wajar, sopan serta tidak menimbulkan kegaduhan yang
dapal mengganggu dan menghalangi jalannya persidangan, Ada beberapa hal yang
harus ditaati pengunjung sidang demi terciptanya tata tertib persidangan, yakni :
a. Pengunjung yang menghadiri sidang harus bersikap hormat

Menurut ketentuan Pasal 218 ayat (2) KUHAP, setiap pengunjung harus
sopan dan tidak menimbulkan kegaduhan di ruvang sidang. Barangsiapa vang
menunjukkan sikap tidak hormat serta tidak tertib dalam ruang sidang, ketua
majelis dapat meemerintahkan orang yang bersangkutan dikeluarkan dari dalam
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ruang sidang. Perintah pengeluaran ini dapat dilakukan ketua sidang setelah yang
bersangkutan diperingatkan terlebih dulu namun tetap tidak diindahkannya.
Apabila sifat pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh salah satu pengunjung
merupakan tindak pidana, maka tidak mengurangi kemungkinan terhadap
pengunjung tersebut dilakukan penuntutan (Pasal 218 ayat (3) KUHAP)

b. Larangan membawa senjata api, peledak, senjata tajam, dan lain—lain

Ketentuan Pasal 219 KUHAP menegaskan, guna menjamin keselamatan
terhadap manusia yang berada dalam ruangan sidang, setiap pengunjung sidang
dilarang membawa senjata api, senjata tajam. bahan peledak. atau alat maupun
benda vang dapat membahayakan keamanan sidang. Larangan ini berlaku terhadap
siapa saja tanpa terkecuali.

Petugas keamanan pengadilan dapat melakukan penggeledahan badan
untuk menjamin kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata
maupun alat tajam dengan tanpa surat perimah terlebih dahulu, apabila dalam
penggeledahan tersebut ditemukan benda larangan, maka petugas mempersilahkan
pemiliknya untuk menitipkan di tempat yang telah ditentukan.
¢. Harus hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang

Semua orang yang akan hadir dalam persidangan, harus segera memasuki
persidangan sebelum hakim memasuki persidangan dan membuka persidangan.
Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 232 KUTIAP:

3) sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, dan pengunjung yang sudah
ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang;

4) pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir
berdiri untuk menghormat;

5) selama sidang berlangsung, setiap orang vang keluar masuk ruang sidang,
diwajibkan memberi hormat.

2. Hadirnya Terdakwa dalam Persidangan

.
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Hukum tidak membenarkan proses peradilan in absemria dalam acara

pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Pemeriksaan perkara tidak
dapat dilakukan tanpa hadimya terdakwa dalam persidangan. Pasal 154 mengatur
bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut
memperlihatkan tanpa hadimya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara
tidak dapat dilakukan, Tata cara tersebut dimulai dari:

ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang
sidang;
Jika terdakwa pada sidang yang telah ditentukan tidak hadir, ketua sidang
meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah.

Ketidakhadiran terdakwa hisa terjadi 2 (dua) kemungkinan:

. Terdakwa dipanggil “secara tidak sah™

Jika ternyata terdakwa dipanggil secara tidak sah, ketua menunda persidangan
dan memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa sekali lagi
untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

. Terdakwa sudah dipanggil “secara sah™

Sekalipun terdakwa telah dipanggil secara sah, (etapi ia tidak datang
menghadiri persidangan “tanpa alasan yang sah”, menurut ketentuan Pasal 154
ayat (4) dan ayatl (6) KUHAP, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1) pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan, ketua sidang menunda atau
mengundurkan persidangan pada han dan tanggal sidang vyang telah
ditentukan;

2) apabila kemudian terdakwa telah dipanggil secara sah untuk “kedua
kalinya”, namun lerdakwa tetap juga tidak mau hadir tanpa alasan yang sah,
hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa
“dengan paksa” pada sidang pertama berikutnya.

Menurut  ketentuan ini, perintah menghadirkan secara paksa terhadap

seorang terdakwa yang tidak mau datang menghadiri persidangan, baru dapat
dilakukan apabila terdakwa telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah. Jika terdapat

.
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alasan yang sah, umpamanya sakit yang dikuatkan surat keterangan dokter atau
karena halangan yang patut dan wajar seperti terdakwa mengalami musibah,
merupakan alasan yang dapat dibenarkan, maka alasan yang sah dengan sendirinya
menghapus wewenang ketua sidang uniuk memeriniahkan terdakwa dihadirkan
dengan puksa,

3. Ketua Sidang Memimpin Pemeriksaan

Ketentuan Pasal 217 KUHAP menegaskan bahwa hakim ketua sidang
bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan dan memelihara tata tertib
persidangan. Prinsip ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut olch
undang-undang, yakni sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Hakim
diwajibkan mencari kebenaran hakiki (ultimare truh) di dalam membukiikan
kesalahan terdakwa berdasar batas minimum pembuktian menurut undang-undang
dengan alat bukti vang sah.

Kedudukan ketua sidang sebagai pemimpin sidang, menempatkannya
sehbagni orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa.
Semua tanya jawab harus melalui ketua sidang. Semua keterangan dan jawaban
ditujukan kepadanya. Segala yang diperintahkan oleh hakim, baik terhadap
panitera, terdakwa maupun terhadap penuntut umum, harus segera dilaksanakan
dengan cermat sepanjang perintah itu menurut undang-undang guna memperlancar
jalan pemeriksaan dan ketertiban persidangan.

4. Pemeriksaan Secara Langsung dengan Lisan

Ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP menyatakan, ketua sidang di
dalam memimpin sidang dilakukan secara langsung dengan lisan. Ketua sidang
tidak boleh melakukan pemeriksaan dengan perantaraan tulisan, baik terhadap
terdakwa maupun saksi-saksi, terkecuali bagi mercka (terdakwa dan para saksi)
yang bisu atau tuli. Pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan secara tertulis,

Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara langsung berhadap-
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hadapan dalam ruang sidang. Semua pertanyaan diajukan dengan lisan dan
jawaban atau keterangan pun disampaikan dengan lisan.

Adapun maksud pemeriksaan secara langsung dan dengan lisan, tidak ada
lain untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar dapat menemukan
kebenaran hakiki sebab dari pemeriksaan secara lengsung dengan lisan, tidak
hanya keterangan terdakwa atau saksi saja vang dapat didengar dan diteliti tetapi
sikap dan cara mereka memberikan keterangan, dapat menentukan isi dan nilai
keterangan. Bahasa yang dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan menurut
ketentuan tersebut, bahasa Indonesia. Hal itu tdak mengurangi untuk
mempergunakan juru bahasa bagi terdakwa atau saksi yang tidak mengerti bahasa
Indonesia. Jika dipergunakan bahasa daerah atau bahasa asing, ketua sidang harus
menjelaskan kepada terdakwa dan panitera agar panitera dapal mencatat
keterangan tersebut dalam berita acara. Bahasa apapun yang dipakai dalam
pemeriksaan tidak mengurangi ketentuan yang harus dilakukan secara langsung
dengan lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa atau saksi.

5. Wajib Menjaga Pemeriksaan Secara Bebas

Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP menegaskan, pemeriksaan terhadap
terdakwa atau saksi harus dilakukan dengan bebas. Ketika pemeriksaan, ketua
sidang harus menjaga kondisi psikologis terdakwa atau saksi sehingga terdakwa
atau saksi memberikan keterangan secara bebas. Ketua sidang, baik terhadap
terdakwa atau saksi tidak boleh melakukan penckanan atau ancaman yang bisa
menimbulkan hilangnya kebebasan mereka memberikan keterangan. Pertanyaan
yang bersifat menjerat juga tidak boleh diajukan baik terhadap terdakwa maupun
terhadap saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 166 KUHAP,

Pemeriksaan sidang yang terbuka untuk umum, agak sulit bagi hakim atau
jaksa melakukan ancaman dan menekan terdakwa atau saksi, tetapi vang sering
terjadi 1alah pelanggaran atas Pasal 166 KUHAP yaitu hakim atau penuntut umum

sering mengajukan pertanyaan yang menjeral, yang mengakibatkan keterangan
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yang diberikan terdakwa atau saksi bukan lagi diberikan secara sadar dan bebas

melainkan keterangan itu diberikan berdasar pancingan yvang berbentuk jebakan

dari hakim atau jaksa penuntut umum. 8

Penjelasan Pasal 166 KUHAP menyebut antara lain:

- pada alinea ketiga dijelaskan, KUHAP mengandung prinsip bahwa keterangan
terdakwa dan saksi dalam semua tingkat pemeriksaan harus dilakukan dengan
bebas. Hal-hal yang dapat melumpuhkan kebebasan terdakwa atau saksi dalam
memberikan keterangan pada umumnya disebabkan 2 (dua) hal:

1. sebagai akibat dari pertanyaan yang menjerat

2, disebabkan adanya tekanan dan ancaman yang membuat terdakwa atau saksi
mencrangkan hal yang berlainan dari apa yang dapat dianggap sebagai
pernyataan pikiran vang bebas.

- pada alinea pertama penjelasan tersebut menegaskan apa yang dimaksud
dengan pertanyaan menjerat, yakni:

a. suatu tindak pidana vang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi
dengan suatu pertanyaan yang sedemikian rupa licik dan agresifnya, telah
mengakibatkan terdakwa tanpa sadar kehilangan keseimbangan untuk
memahami  dengan penuh  pengertian  pertanyaan-pertanysan  yang
dilancarkan kepadanya sehingga menyebabkan terdakwa seolah-olah telah
memberi persetujuan atau pengakuan bahwa terdakwa lah pelaku tindak
pidana yang didakwakan;

b. atau sesuatu yang tidak dinyatakan oleh saksi tetapi dianggap scolah-olah
dinyatakannya sebagai akibat dani kelicikan dan keagresifan pertanyaan-
pertanyaan yang disodorkan kepada saksi yang mengakibatkan saksi
kehilangan kesadaran dan keseimbangan berpikir.

Prinsip pemeriksaan persidangan secarn bebas, termasuk ketentuan yang
diatur dalam Pasal 154 ayvat (1) KUHAP menegaskan agar terdakwa dihadapkan
ke persidangan dalam keadaan bebas, dalam keadaan tidak dibelenggu. Meskipun
terdakwa berada dalam tahanan, pada pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa
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dihadapkan dalam keadaan bebas, tidak boleh diperiksa dalam keadaan
terbelenggu, tanpa mengurangi perlunya kewaspadaan dengan jalan melakukan

pengawalan yang sewajamya dan memadai.

6. Pemeriksaan Lebih Dulu Mendengar Keterangan Saksi

Keterangan saksi, pada pemeriksaan persidangan, lebih dulu harus
didengarkan. Hal ini sejalan dengun ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP
yang berbunyi; “pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang
menjadi saksi”.

Alasan mendahulukan keterangan saksi dari keterangan terdakwa dapat
dijumpai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menempatkan urutan alat bukti
keterangan saksi pada urutan pertama, sedangkan urutan alat bukti keterangan
terdakwa ditempatkan pada urutan terakhir.

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Perkara Nomor : 04K/PID.HAM.
Ad.Hoc/2003

Dasar pertimbangan majelis hakim Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia perkara Nomor : 04 K/PID.HAM.Ad.Hoc/2003; terhadap
substansi permohonan pengajusn upaya hukum kasasi adalah bahwa kesepakatan
majelis hakim dalam memberikan putusan merupakan konsekuensi logis dari
kewenangan hakim dalam penjatuban pidana sesuai dengan hati nurani para hakim
dan rasa keadilan menurut para hakim setelah menimbang beberapa fakta yang
terbukti di depan sidang pengadilan.

Majelis hakim, dalam putusan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abilio
J.O. Soares dalam perkara Nomor 04 K/PID.HAM. Ad . Hoc/2003, berpendapat bahwa:
I. hakim bukan corong Undang-undang
2. hukuman bukan semata-mata untuk mengejar kepastian hukum atau balas dendam,

melainkan untuk memenuhi rasa keadilan
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3. adanya surat dari Presiden Timor Leste: Xanana Gusmao yang menyatakan;
semangat rekonsiliasi tidak boleh terkubur oleh pidana yang berat vang akan
dijatuhkan kepada terdakwa

4. majelis hakim mendukung upaya Rckonsiliasi yang sedang berlangsung tanpa
melanggengkan prakiek impunitas.

Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi
penjatuhan hukuman terhadap terdakwa:

1. terdakwa sangat kooperatif dalam persidangan

2. terdakwa adalah tokoh yang berjasa memajukan masyarakat Timor Timur di
bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya;

3. terdakwa adalah tokoh yang melakukan rekonsiliasi

4. terdakwa sudah terhukum, karena terusir dan tanah kelahirannya

5. terdakwa menjabat sebagai Gubernur Timor Timur bertepatan dengan situasi
Timor Timur sedang berada dalam puncak pertikaian antara kelompok Pro
Integrasi dengan kelompok Pro Kemerdekaan.

Hal-hal yang memberatkan antara lain:

1. peristiwa yang didakwakan yang terbukti tersebut menelan banyak korban jiwa
maupun harta benda yang terjadi pada saat terdakwa menjabat sebagai Gubernur.

2. usaha yang dilakukan oleh terdakwa tidak cukup optimal meredam kekerasan yang
terjadi di Timor Timur.

3. schagai Gubernur KDH Tk.I Timor Timur, terdakwa telah gagal mencegah
bawahannya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Majelis hakim sepakat mengambil keputusan dengan berdasarkan pada rasa

legalis dan hati nurani hakim tanpa harus terpaku pada Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menjadi landasan perkara tindak pidana

pelanggaran hak asasi manusia berupa kejahatan terhadap kemanusiaan ini diajukan

di depan pengadilan.
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3.3. Analisis

Pembicaraan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelanggarannya
sudah kurang lebih dari setengah abad yang lampau terjadi dan masih menjadi topik
vang aktual untuk masa lima atau sepuluh tahun yang akan datang. terutama untuk
bangsa Indonesia. Hal ini bisa terbukti dari masa-masa awal proklamasi dan
banvaknya warga negara Indonesia yang masih penasaran dengan misteri G 30 S/PKI
sebagai sejarah yang tidak pernah jujur. Perjuangan untuk memajukan dan
melindungi HAM, bagi bangsa Indonesia masih dalam proses yang panjang.

Pemahaman HAM bagi warga negara Indonesia pada tingkat elit politik,
lingkungan akademisi, maupun di kalangan lembaga swadaya masyarakat masih
dalam tahap awal dan terkadang pada tahap ini pun masih saja ada ketidak-jujuran
demi kepentingan politik kelompok seperti pemusnahan hak-hak sipil dan politik dar
orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pencekalan PRD (Partai Rakyat
Demokratik) serta menyebut PRD sebagai partai komunis baru bahkan sampai
pembunuhan terhadap anggota-anggotanya. Hal ini bisa terlihat bahwa kepentingan
politik kelompok (GOLKAR dkk) lebih mendominasi sctiap kegiatan dan malah
mendahulukan kepentingan kaum kapitalis yang berwatak akumulatif dan eksploitatif
daripada kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia yang selalu diperjuangkan oleh
PKI dan PRD untuk bebas merdeka dari penindasan yang berbentuk imperialisme dan
neoliberalisme.

Orang masih banyak mengaku memahami HAM, akan tetapi terbukti baru
baca literatur dua atau tiga saja, dan ada yang mengaku sudah melaksanakan akan
tetapi terbukti untuk mengakui cksistensi HAM scorang pembantu rumah tangga saja
masih sulit terutama di kalangan atas. Kultur feodalisme dalam pemahaman negatif
sebagian masyarakat Indonesia merupakan ganjalan untuk mencerna dan memahami
HAM secara utuh dan benar, terutama di kalangan birokrasi.

Menurut penulis, hal yang paling penting untuk dilakukan scbagai upaya
mengatasi situasi dan kondisi yang tersebut di atas sebagai arah maju dalam hidup
berbangsa dan bernegara adalah setiap warga negara menyadari bahwa ia mempunyai
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hak-hak dasar yang mutlak dan patut untuk dipertahankan, kedua. setiap warga
negara menghormati setiap hak-hak warga negara yang lain dan ketiga, adanya upaya
perlindungan dan penegakan terhadap hak-hak asasi tersebut.

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk dan merupakan implementasi
dari Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, merupakan upaya untuk mengadili para pelaku pelanggaran Hak Asasi
Manusia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi harapan akan perlindungan Hak Asasi
Manusia baik perseorangan atau masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan,
kepastian hukum. rasa keadilan dan perasaan aman baik perseorangan atau
masyarakat terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. (Penjelasan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000)

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc adalah bermula dari
usulan Dewan Perwakilan Rakyat yang melihat beberupa pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang dilakukan sebelum Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia ini diberlakukan dan ditetapkan oleh Presiden dengan dikeluarkannya
Keppres Nomor 53 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Keppres Nomor 96 Tahun
2001 yang berisi tempus dan locus delicti yang makin dipersempit yaitu yurisdiksi
menjadi tiga wilayah yaitu wilayah Liquica, Dilli, dan Suai dengan batasan waktu
antara bulan April sampai September 1999,

Penyempitan  yurisdiksi ini menimbulkan konsckuensi  serius  yaitu
terhalangnya kesempatan untuk membuktikan adanya unsur sistematik dan meluas
dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Timor Timur
dalam rentang antara pra dan pasca jajak pendapat karena peristiwa yang teadi di
tign wilayah tersebut dengan rentang waktu terbatas tidak dapat dilihat secarn parsial
melainkan merupakan suatu rangkaian dari peristiwa yang terjadi sebelumnya bahkan
sesudahnya. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 sendiri dalam beberapa bagian,
lerutama mengenai definisi konsep-konsep tentang kejahatan terhadap kemanusiaan,
dan tanggung jawab komando mengambil pengertian yang terdapat dalam Rome

Statute for International Criminal Counrt (Statuta Roma).
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Berdasarkan fakta yuridis normatif, penjatuhan pidana 3 (tiga) tahun penjara
terhadap terdakwa Abilio Jose Osorio Soares sebagai Gubermur 'imor [imur dengan
dakwaan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berupa kejahatan terhadap
kemanusiaan dengan ancaman pidana minimal 10 (sepuluh) tahun adalah tidak sesuai
dengan kebutuhan hukum yang telah ditentukan secara imperatif dan limitif’ dalam
Pasal 37 dan 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pendapat para hakim pada
Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penjatuhan pidana adalah bahwa hakim bukan
corong Undang-Undang dan hukuman untuk memenubi rasa keadilan bukan
mengejar kepastian hukum atau balas dendam serta adanya surat dari Presiden Timor
Leste agar Abilio J.0. Soares tidak dijatuhi hukuman yang berat.

Abilio J.0. Soares menjadi terdakwa karena status dan posisi kedudukannya
scbagai pemangku jabatan politis yang berwenang mengendalikan Propinsi Timor
Timur sesuai dengan Pasal 42 (2) huruf “a” dan *b" Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000, Pasal 42 ayat (2) huruf “a” dan “b™ menyatakan “seorang atasan, baik
polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran
hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah
kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan
pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:

a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara
jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang
lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut
atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasal 42
ayat (2) mengatur masalah pertanggungjawaban pidana dari seorang atasan sipil
terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh bawahannya sebagai
berikut:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- pengendalian terhadap bawahan yang berada &1 bawah kekuasaannya masth
bersifat efektif

- perbuatan bawahannya tersebut diketahui dan secara sadar. atasan mengabaikan
informasi terjadinva pelanggaran hak asasi manusia

- atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah dan
menghentikan atau menyerahkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia

Penggunaan ancaman pidana minimal khusus untuk pelanggaran hak asasi
manusia cukup mendasar karena seperti diketahui tindak pidana pelanggaran hak
asasi manusia ini merupakan exrra ordinary crimes dan berdampak secara luas baik
pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang
diatur di dalam KUHP serta memimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil
vang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun
masyarakat sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum
untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi
seluruh masyarakat Indonesia.

Ketentuan ancaman pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak disertai dengan aturan atau pedoman
pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana mimmal khusus itu, sehingga dalam
pemidanaannya, seorang hakim tidak pernah menemukan kepastian hukum dan
putusannya hanya didasarkan pada rasa “keadilan™ dan menurut kemauan hati nurani
hakim. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya Pasal 103 KUHP yang
menyatakan bahwa ketentuan dari Buku Kesatu juga berlaku bagi perbustan dari
suatu perundang-undangan diancam dengan pidana kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang tersebul.

Ketentuan tentang penghapusan pengenaan pidana dalam KUHP hanya
berlaku bagi orang-orang seperti cacat jiwa (gebrekkige omrwikkelig) dan terganggu
karenn penyakit (zickelifke storing). Sementara ketentuan tentang pengurangan
pengenaan pidana dalam KUHP hanva berlaku bagi orang-orang seperti:

- pelaku belum berumur 16 (enam belas) tahun
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- karena pengaruh daya paksa (overmacht)

- melaksanakan ketentuan Undang-undang

- karena melakukan perintah jabatan

- karena jabatan dan atas nama bendera kebangsaan
- perbuatannya masih dalam percobaan

Kendati dalam ketentuan Undang-l/ndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM tidak menyebutkan pedoman dalam pemidanaan dan harus
mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam KU/HP dan KUHAP, terdakwa tidak
termasuk dalam ketentuan yang disebutkan diatas bahkan pengenaan pidana terhadap
terdakwa tersebut seharusnya diperberat karena dalam ketentuan Pasal 52 KUHP
menyatakan * Bilamana scorang pejabat, karens melakukan perbuatan pidana,
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan
perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan
kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga™.

Para aparat penegak hukum, harus bisa memisahkan persoalan politik
dengan persoalan hukum. Oleh karena itu, para pencgak hukum harus punya
independensi, konsistensi dan keyakinan terhadap perkara vang diajukan kepadanya
schingga pencgak hukum dapat menemukan kepastian hukum. Penulis yakin,
permasalahan politik bunyak memenuhi knsus dan proses penyelesaian perkar tindak
pidana pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur ini, baik ketika peristiwa
terjadi atau sedang terjadi, pengajuan terdakwa di depan Pengadilan maupun ketika
penjatuhan pidana terhadap terdakwa Abilio Jose Osorio Soarcs.

Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana 3 (tiga) tahun yang
menyatakan bahwa penjatuhan pidana tersebul didasarkan pada rasa keadilan legalis
dan rasa keadilan hakim. menurut Penulis. majelis hakim tersebut telah salah dalam
menerapkan hukum karena pertimbangannya menyimpang dari ketentuan yang
ditetapkan secara limitatif dan imperatif dalam Undang-lndang Nomor 26 Tahun
2000 sebagai dasar hukum pemidanaannya, apalagi tindak pidana pelanggaran hak
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asasi manusia ini merupakan kejahatan vang luar biasa dan selalu dipantau dan

menjadi musuh bersama seluruh bangsa-bangsa

Ketentuan Pasal 37 vang menjadi dakwaan kesatu menyatakan bahwa pidana
yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun (maksimum)
dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun (minimum) dan dalam ketentuan dalam Pasal
40 yang menjadi dakwaan kedua bagi terdakwa menegaskan bahwa sanksi pidananya
adalah 20 (dua puluh) tahun (maksimum) dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun
(minimum) telah dilampaui oleh hakim karena adanya kewenangan dari para hakim
untuk meringankan atau memberatkan penjatuhan pidananya.

Putusan mejelis hakim tersebut membawa preseden buruk bagi penegakan
supremasi hukum dan kepentingan hukum itu sendiri sehingga majelis hakim dalam
kasus yang sama atau terhadap kasus yang diancam dengan pidana minimal khusus
dapat meringankan penjatuhan pidananya jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan
dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap penegakan supremasi hukum yang
menjadi cita-cita bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Penulis, putusan majelis hakim tersebut yang meringankan
pengenaan pidana terhadap Abilio J.O. Soares, menunjukkan bahwa :

1. Pengadilan Kkurang sungguh-sungguh (unwilling) dalam mengadili dan
menghukum para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur meskipun
masyarakat dunia telah menganggap kejahatan ini sebagai musuh utama umat
manusia (hostis  humanis  generis) dan setiap orang mempunvai  kewajiban
menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan (erga omnes obligatio).

2. Pengadilan ini telah memperlakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes
against humanity) scbagai kejahatan ringan atau pelanggaran biasa, sehingga
hakim tidak perlu buru-buru untuk memerintahkan terdakwa ini masuk penjara
karena Abilio J.0. Soares selama dalam pemeriksaan tidak pernah ditahan di

penjara.

.
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3. Pengadilan ini tidak mampu memberikan efck (deterrent effect) bagi pelaku
kejahatan terhadap kemanusiaan.

4, Pengadilan telah melakukan penghinaan terhadap kemanusiaan karena pengadilan
telah meng-korup keadilan para korban dan pengadilan lelah salah memahami
konsep kejahatan terhadap kemanusiaan,

Dengan demikian, pengadilan vang fair dan kompeten sebagaimana vang
diharapkan jauh dari harapan jika kita menyimak secara menyeluruh dari proses
pengadilan ini. Sementara itu, para majelis hakim secara terang-terangan telah
mempermainkan akal sehat karena putusannya vang menyatakan terdakwa bersalah
secara sah dan meyakinkan dalam melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan namun
tidak memberikan putusan yang sesuai dengan ancaman pidana yang telah ditetapkan
oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sandiwara
para Majelis hakim itu telah merampas perlindungan terhadap masyarakat dari
ancaman kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tujuan pokok pemidanaan.

Kendati perlindungan masyarakat ini diabaikan oleh majelis hakim dengan
penjatuhan pidana yang jauh tidak sesual dengan ancaman pidana minimal yang telah
ditetapkan tersebut, tidak dapat juga ditimpakan semua terhadap majelis hakim vang
menangani perkara tersebut. Hal ini bisa dilihat dari sistem perundang-undangan
utamanya |ndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM vang
tidak menyatakan aturan pemidanaan yang tepat bagi pelaku pelanggaran hak asasi
manusia sebagai kejahatan yang luar biasa dan tidak dapat menggunakan aturan
pemidanaan kejahatan biasa yang tercantum dalam KUHP, Kesalahan tersebut dapat
juga ditimpakan terhadap para pembuat perundang-undangan (legislatif) sebagai
landasan para hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Pola pemidanaan tersebut harus dibuat sebagai revisi dari Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang tdak mengatur tentang
pedoman pemidanaan sehingga hakim dapat mendasarkan putusannya berdasarkan
ketentuan normatif’ dan tidak terjebak pada pemahaman bahwa pelanggaran hak asasi
manusia berupa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan biasa melainkan
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kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) sehingga pedoman pemidanaannya
tidak sama dengan pedoman umum yang terdapat dalam KUITP.

Perkara pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat, tahapan pertama vang
harus dipenuhi adalah adanya peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan
legislatif (formulasi) dan (tahap kedua) kemudian menjadi landasan para yudikatif
dalam mewujudkan formulasi tersebut (apfikatif). Kalau pada tahap pertama terdapat
kesalahan atau kelemahan maka akan menjadi penghambat terhadap tahapan
sclanjutnya karena merupakan kesalahan yang strategis. Hal inilah vang dialami oleh
para hakim pada Pengadilan HAM.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka

dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :
I. Hukum Acara Pidana pada Pengadilan HAM sesuai Undang — Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM selain yag diatur dalam KUHAP adalah:

a.

tahap penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
yang dapat membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM);
penyidikan dan Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung vang dapat
mengangkat tim ad hoc untuk penyidikan dan penuntutan. Waktu vang harus
diselesaikan dalam penyidikan adalah 90 hari + 90 hari + 60 hari, sedangkan
untuk penuntutan, penuntut harus melakukan penuntutan paling lambat 70
hari sejak diterimanya hasil penyidikan;

pemeriksaan di depan Pengadilan HAM dilakukan oleh § orang hakim baik
karier dan non karier yang ditunjuk dengan komposisi; 2 orang hakim karier
dan 3 orang hakim non karier. Hakim Pengadilan HAM sudah memeriksa dan
mengeluarkan putusan untuk paling lama 180 hari. Untuk tingkat banding
adalah 90 hari dan selanjutnya pada tingkat kasasi adalah 90 hari.

2. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Abilio J.0. Soares selama 3 (tiga) tahun

dengan alasan:

a.

b.

hakim bukan corong Undang-Undang

hukuman bukan semata-mata untuk mengejar kepastian hukum atau balas
dendam, melainkan untuk memenuhi rasa keadilan

adanya surat dari Presiden Timor Leste: Xanana Gusmao yang menyatakan;
semangat rekonsiliasi tidak boleh terkubur oleh pidana yang berat vang akan
dijatubkan kepada terdakwa
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d. majelis hakim mendukung upaya rekonsiliasi yang sedang berlangsung tanpa
melanggengkan praktek impunitas.

Hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan sesuai dengan hati

nurani dan keadilan meskipun putusan tersebut harus didahulukan daripada

kepastian hukum dari Undang-undang yang menjadi landasan putusan. Landasan

putusan majelis hakim lebih didasarkan pada rasa kemanusiaan para hakim

terhadap terdakwa.

4.2 SARAN

Dari uraian analisa yuridis yang telah dilakukan terhadap permasalahan vang

ada, Penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

s

o

Hukum Acara yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM
di Pengadilan HAM harus diatur secara khusus karena pelanggaran terhadap hak
asasi manusia merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) dan
karena sifatnya pula, tindak pidana ini memerlukan penyelesaian khusus
schingga diperlukan hukum acara khusus pula yang mengatur penyelesaian
pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Hukum acara ini harus terpisah dari
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP untuk membedakan tindak
pidana pelangparan hak asasi manusia dengan tindak pidana biasa yang diatur
dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain. Hukum Acara ini
harus bersifat progresif yaitu tidak ada upava hukum lain untuk memeriksa
perkara ketika vonis dijatuhkan pada Pengadilan Negeri. Hal ini akan
memperlemah lobi-lobi dari pelaku yang mayoritas pejabat negara untuk
menyuap dan melakukan intervensi terhadap para pencgak hukum.

Hakim sebagai penegak hukum (hanteerder) harus selalu  melandaskan
putusannya terhadap dasar dakwaan dan peraturan perundang-undangan yang
menjadi landasan dinjukannya perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut,
sehingga hakim tidak salah dalam menerapkan hukum dan putusannya memenuhi
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rasa keadilan (gerechtigheir), kemanlaatan (zwekmatigheil) dan kepastian hukum
(rechtszekerheir).
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TABULASI JANGKA WAKTU PENAHANAN
ANTARA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26
TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

KEPENTINGAN KUHAP PENGADILAN
HAM
PENYIDIKAN paling lama 20 hari paling lama 90 hari
PERPANJANGAN paling lama 40 hari paling lama 90 hari
PERPANJANGAN
LAGI _paling lama 60 hari
~ PENUNTUTAN paling lama 20 hari paling lama 30 hari
PERPANJANGAN paling lama 30 hari paling lama 20 hari
PERPANJANGAN
LAGI paling lama 20 hari
PEMERIKSAAN
PERSIDANGAN paling lama 30 hari paling lama 90 hari
TK PERTAMA L8
. PERPANJANGAN paling lama 60 hari paling lama 30 hari
TINGKAT paling lama 30 hari paling lama 60 hari
. BANDING
PERPANJANGAN _paling lama 60 hari paling lama 30 hari
TINGKAT paling lama 50 hari paling lama 60 han
KASASI
PERPANJANGAN paling lama 60 hari paling lama 30 hari
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